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ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis mengenai ketidakpastian hukum yang muncul akibat kewajiban 

penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian internasional, khususnya ketika para pihak 

menyepakati pilihan hukum (choice of law) asing. Fokus utama penelitian ini adalah Analisis 

Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt/2015, yang membatalkan perjanjian antara 

PT Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd karena tidak dibuat dalam format 

dwibahasa (Indonesia-Inggris). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case 

approach). Isu hukum utama yang dibahas adalah apakah Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2009 merupakan ketentuan hukum yang bersifat memaksa (mandatory rules) yang dapat 

mengesampingkan kebebasan berkontrak dan pilihan hukum asing dalam transaksi bisnis 

internasional. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MA Nomor 601 K/Pdt/2015 menciptakan 

preseden bahwa ketiadaan versi Bahasa Indonesia mengakibatkan perjanjian "batal demi hukum" 

karena dianggap melanggar syarat objektif kausa yang halal (Pasal 1320 BW). Namun, hal ini 

menimbulkan dilema kepastian hukum bagi investor asing ketika kontrak tersebut tunduk pada 

hukum negara lain yang tidak mengenal kewajiban bahasa tersebut.Simpulan dari tesis ini 

menegaskan bahwa meskipun pilihan hukum asing diakui dalam hukum perdata internasional, 

kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia tetap berlaku sebagai ketentuan ketertiban umum 

(public policy) di wilayah hukum Indonesia. Peneliti menyarankan perlunya regulasi turunan 

yang lebih teknis untuk memberikan batasan yang jelas mengenai konsekuensi administratif 

versus konsekuensi privat agar tidak mengganggu iklim investasi internasional. 

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perjanjian Internasional, Bahasa Indonesia, Pilihan Hukum, 

Putusan MA Nomor 601 K/Pdt/2015 
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This research analyzes the legal uncertainty arising from the mandatory use of the 

Indonesian language in international agreements, particularly when the parties have 

opted for a foreign choice of law. The primary focus of this study is a Juridical 

Analysis of the Supreme Court Decision Number 601 K/Pdt/2015, which annulled 

an agreement between PT Bangun Karya Pratama Lestari and Nine AM Ltd due to 

the absence of a bilingual format (Indonesian-English). The research method 

employed is normative legal research using a statutory approach and a case 

approach. The central legal issue examined is whether Article 31 of Law Number 

24 of 2009 constitutes a mandatory rule that overrides the principle of freedom of 

contract and the selection of foreign law in international business transactions. 

The research findings indicate that Supreme Court Decision No. 601 K/Pdt/2015 

established a precedent that the absence of an Indonesian language version renders 

an agreement "null and void" (batal demi hukum) as it is deemed to violate the 

objective requirement of a lawful cause under Article 1320 of the Indonesian Civil 

Code (Burgerlijk Wetboek). However, this creates a dilemma regarding legal 

certainty for foreign investors when contracts are subject to the laws of another 

jurisdiction that does not recognize such language requirements.The conclusion of 

this thesis asserts that while the choice of foreign law is recognized in Private 

International Law, the mandatory use of the Indonesian language remains 

applicable as a matter of public policy (ordre public) within Indonesian jurisdiction. 

The researcher suggests the need for more technical implementing regulations to 

clarify the distinction between administrative and private consequences to avoid 

destabilizing the international investment climate. 

Keywords: Legal Certainty, International Agreement, Indonesian Language, 

Choice of Law, Supreme Court Decision No. 601 K/Pdt/2015. 
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